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TBNTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 201 1

TENTANG PAJAK DAERAH

Menimbang a.

b.

Mengingat

C.

It-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I,{AHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan
daerah yang penting guna membiay'ai pelaksanaan
pembangunan di daerah;
bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188.34-8777 Tahttn 2A16 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 2 Tahun 2Ol l tentang Pajak Daerah dan dengan
memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi
mas-varakat, maka periu segera mengadakan penl'esuaian;
bahw'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor i2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Fropinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 273Ol';
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2AA4 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang PertamLrangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OAg Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a959):
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang l-alu Lintas
dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O25);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50a9];

2.

3.

1.

5.

6.
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ilembaran Negara Republik
Inclonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 523a);

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun '2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A11
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara RepuLrlik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemtlaran Negara
RepuLrik Indonesia Nomor 5679]:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 rentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

i0. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O1O tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia
Nomor 5111):

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan L,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6Oa 1);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tairun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2Al1 tentang PEak Daerah (LemLraran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OIl Nomor 1 Seri B)l

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{l-embaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor
6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
201 1 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2Al1Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut:

i. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka -1 dan angka 5 dihapus.
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2. Ketentuan Pasal 20 a1-at {1) dan a,l'at {2} diubah. sehingga
Pasal 20 berbun-'-i sebagai berikut:

Pasal 20

tl ) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 15% (lima belas
persen).

(21 Khusus untuk Hiburan berupa karaoke, panti pl.lat

tradisional, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan
ditetapkan sebesar 40orl iempat puluh persen).

{3} Khusus Hiburan kesenian rakvat/tradisional, dikenakan
tarif Pajak Hiburan sebesar San' (iima persen).

3. Ketentuan Pasal 42 ayat t4l diubah, sehingga Pasal 42
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Dasar pengenaan Pajak Minerai Bukan l,ogam dan Batuan
adalah Nilai Juai Hasil Pengambiian Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

(21 Nilai jual sebagaimana dimaksud pada a3rat i1l dihitung
dengan mengalikan volumef tonase hasil pengambilan
dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis
Mineral Bukan l,ogam dan Batuan.

{3i Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada a1''at (2} adalah
harga rata-rata yang berlaku di Daerah.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Minerai Bukan
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada a"vat {3i
sulit diperoleh. Bupati menetapkan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada harga standar dalam Peraturan
Gubernur Jart'a Timur.

Ketentuan Pasai
berbun-vi sebagai

50 a-vat t1) diubah, sehingga Pasal 50
berikut:

Pasai 50

{1} Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20o'b (dua puluh
persen).

(2) Besaran pokok Pajak Parkir -vang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada a]'at (1i
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 49.

5. Ketentuan Pasal 56 a-vat {2) diubah, ayat {3) dan a-vat i4}
dihapus, sehingga Pasa-l 56 berbunvi sebagai berikut:

Pasal 56

{1} Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan
Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
a1'at (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah -vang
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

(3) Dihapus.
(4) tlihapus.

4.
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6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 69 avat {5) diubah, sehingga Pasal
69 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghttungan PaJah

Pasal 69

{1} Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(21 Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
a_vat (1), dalam hal:
a. jual beii adaiah harga transaksi:
b" tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah rvasiat adalah rrilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukurn

lainnl,'a adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak -vang mengakibatkan peralihan adalah

niiai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim

1'ang mempun-l'ai kekuatan hukum tetap adalah nilai
pasaf;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak adalah nilai pasar;

j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak
adalah nilai pasar:

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga

transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
{3} Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2| huruf a sampai dengan huruf n tidak
diketahui atau lebih rendah daripada NJOP -yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun terjadin5,'a perolehan, dasar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

t4i Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 {enam puiuh juta
rupiahi untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena w.aris atau hibah w'asiat
y*ang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
ke atas atau satu derajat ke baw'ah dengan pemberi hibah
u'asiat, termasuk suamilistri. Nila-i Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 500.OO0.O0O,OO
(lima ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 7O diubah sehingga Pasal 7O berbun.vi sebagai
berikut:

Pasal 70

'I'arif Bea Perolehan F{ak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan
sebesar 3,5ry; {tiga koma lima persen}.
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B. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Februari 2018

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DABRAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 23-3/2Ot8

WAKIL B TI PAI@KASAN,


